BAB (I

LANDASAN TEOR:

2.1 Tinjauan Pajak
2.1.1 Pengertian Pajak

Menurat Rochmat Scemifro dikulip cleh Mardiasmo (2003:1) Pajak adalah
iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan UU (dapat dipaksakan) dengan
tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan
dan digunakan uniuk membiayai pengeluaran umum.

Menurut P.J.A. Adrian dikuilp oleh Abdul Rahman (2010:15) Pajak adalah
Pajak adalah iuran kepada Negara yang dapat dipaksakan berdasarkan
peraturan, tidak mendapatkan prestasi dan langsung dapat ditunjuk unfuk
pembigvaan pengeluaran umurm.

Menur-;t U KUP Pasal 1 ayat (1) pajak adalah kontribusi wajib kepada
MNegara yany terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan. undang-undang, dengan tdak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan woniuk keperluan Negara bagi sebesar-besamya

kemakmurar rakyat.

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak herfungsi sebagar alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak
memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan
umum, suatu Negara tidak akan mungkin menghendaki merosainya kehidupan
ekonomi masyarakat,

Menunit Siti Resmi (2008:3) fungsi pajak umumnya dikenal dengan 2 {(dua)

macam fungsi pajak yaitu :



2.1.2.1 Fungsi anggaran (budgefen
Pajalt mempunyai fungsi budgefer, arlinva pajak merupakan salah satu
sumber penerimaan uniuk membayal pengeluaran baik rutin maupun
pembangunan. Sebagai sumber keuangan Megara, pemerintah berupava
memasukkan uang sebanvak-banyaknva untuk kas Negara. Upaya
tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun  intensifikasi
pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis
pajak seperti Pajak Penghasiian (PPh), Pajak Penambahan Nilai (PPN)
dar Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan
Bangunan {?BB}, dan lzin-lain.
2.1.2.2 Furgsi mengalur (reguferend)

Pajak mempunyai fungst mengatur, artinya pajak sebagai alat untuk

mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial

dan =konomi, seria mencapsai tujuan-fujuan tertentu di tuar bidang
keuangan. Beheraps conich penerapan pajak sebagail alat pengaiuran
adatah :

1. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak
Penjualan atas Darang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat
ierjadi transaksi jua! bell barang mewah. Semakin mewah suatu
narang maka tanf pajakrya semakin tinggi sehingga barang
wersebut  semakin | mahai  harganya. Pengertian  pajak  ini
dimaksudkan agar rekyat tidak berlomba-lomba uniuk mengonumsi
parang mewah {mengurangi gaya hidup mewah).

2. Tari pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimakudkan agar

pihak yvang memperleh penghasilan tinggl memberikan konfribusi
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(membayar pajalk) yang fingai pula, sehingga ferjadi pemerataan
pendapatan.

3. Tarif pajak eksport sebesar 0%, dimaksudkan agar para pengusaha
terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga
dapat memperbesar devisa Magara.

4. Pagjak penghasilan dikenakan atas barang hasil industi tertentu
sepert industri semen, indusirl rokok, industri baja, dan lain-lain.
Dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri
tersebut karena dapat mengganggu  lingkungan  atau  polusi
{membahayakan kesehaian).

5. Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi,
dimaksud untuk mendorong perkembangan koperasi di indonesia.

6. Pemberlakuan tax holiday, dimaksudkan unfuk menarik investor
asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemunguian pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan,
maka pemur.guian pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
2.1.3.1 Pemungutan pajak harus adil (svarat Keadilan)

Sesuai dengan fujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang

dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam  peundang-

undangan diantaranya mengenakan pagjak secara umum dan merata.

Sedangkan adit dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak

bagi ‘wajib pajak uniuk mengajukan keberatan, penundaan dalam

pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan

Pajak.
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2.1.3.2 Pemungutan pajak harus berdasarakan undang-undang (Syarat Yuridis)
Di irdonesia pajak dialur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat (2), Hal ini
memberikarn jaminan hukum uniuk menyatakan keadilan, baik bagi
negara maupun warga.

2.1.3.3 Tidak mengganggu perekonomian {Syarat Ekonomis)
Pemungutan fidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi
maupn  perdagangan, scehingga tidak  menimbulkan  kelesuan
perekonemian masyarakat.

2.1.3.4 Pencguna pajak harus afisien (Sverat Finansial)
Sesvai fungsi budgetair, baisy pemungutan pajak harus dapat ditekan
sehingga rendah dari hasil pemungutannya.

2.1.3.5 Sistem pemungutan pajak harus sederhana
Sistem pemungutan yang sedernana akan memudahkan dan mendorong
masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah
dipenuhi oleh dasar undang-undang perpajakan yang baru.

2.1.4 Sistemt Pemungutan Pejak

Menunzi Marsono (2003:7) sistem pemungutan pajak di indonesia dibagi

menjadi 3 (liza), antara lain:

2.1.4.1 Sistem Seff Assestment
Dalam sistem self assestment, Wajib Pajak diberikan kewenangan unfuk
menghilung, meneiapkan, menyetorkan dan melaporkan sendin besarnya

pajak vang terutang.
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Ciri-ciriny=:
1. \;‘Q‘ewenang upiuk meneniukan besamya pagjak teruteng ada pada
Waijib Pajak sendiri.
2. VWajib Pajak bersifat akiif.
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
2.1.4.2 Sistem Official Assestment
Dalam sistem official assesimen!, fiskus yang berperan aktif dalam
menghitung dan meneiapkan besamya pajak yang terutang.
Ciri-ciriny2:
1. Wewenang uniuk meneniukan besamya pajak terutang ada pada
fskus.
2. \f‘;fajib pajak bersifat pasif.
3. Lﬁang pajak tirnbul selelah dixeluarkan surat keteiapan pajak oleh
fiskus.
2.1.4.3 Sistem With Helding
Dalam sistern with holding, pihak ketiga yang wajib menghitung,
menetapkan, menyetorkan dan  melaporkan  pajak yang sudah
dipotang/dipungut.
Cir-cirinya adalah wewenang menenitukan besamya pajak yang teruiang

ada pada pihak keliga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.
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2.2 Wajib Pajak
2.2.1 Pengertian Wajib Pajak

Menurit Undang-Undang Momor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga
Alas Undang-undang Nomor & Tahun 1983 ifeniang Keientuan Umum
Perpajakan Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan meliputi pembayar
pajak, pemungut pajak dan pemungut pajek yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan - sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan. Sebagaimana felah diketahui banyak Wajib Pajak terdafiar yang
tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menuri:t Pasal 1 ayat 1 UL KUP Waiib Pajak adalah orang pribadi atau
badan yang meliputi pembayaraﬁ pajak, pemotong pajak, dan pemunguian
pajak yang mempunyai hak dan kewaiiban perpajakannya sesuai dengan
undang-undang perpajakan.

Wajib Pajak merupakan Subjek Pajak vang memenuhi syarai objektif yaitu
syarat fathestand yang dilentukan oleh undang-undang karena memperoleh
penghasilan kena pajak vyailu penghasifan yang dalam suatu Tahun Pajak
tertentu melebihi batas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi Wajib Pajak
dalam negeri;

Disimpulkan bahwa Wajib Pagk adalah Qrang atau Badan vang tidak
hanya telah memenuhi syarai-syarat subjektif tapi secara sekaligus memenuhi
syarat-syaraf:'obj@ktif. Orang atau Badan (Subjek Pajak) yang hanya memenuhi
svaral subjexif saja belum dapat dikatakan sebagai Wajib Paiak sebab unfuk
menjadi Wajib Paiak, Subjek Pajak juga harus memenuhi syarat objekfif, yaitu

menerima atau memperoleh penghasiian leena pajak.
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Wajik Pajak juga dapat dibedakan dalam Wajib Pajak dalam negeri dan
Wajib Pajak luar negeri. Wajib Pajak dalem negeri adalah Subjek Pajak dalam
negeri vang memenuhi syarat objeklif, arlinya memenuhi syarat-syarat yang
ditentukan oieh undang-undang.

Wajib Pajak dalam negeri adalah Subjek Pajak yang bertempat tinggal atau
menetap di I.ndonesia. Wajib Pajak dalam negeri dikenakan pajak oleh Kantor
Pelayanan Pajak di tempat Wajib Pajal tersebut berkedudukan.

Wajik Pajalk luar negeri adalah Subjek Pajak luar negeri yang memperoleh
penghasilan yang berasal dar wilayah Republik Indonesia atau yang mempunyai
kekayaan yang terletak di wilayah Indonesia (untuk Pajak Kekayaan). Wajib
Pajak hanya dikenakan pajak dar penghasilan yang diterima atau berasal dari
sunnber—sumﬁer varng ada di wilayah Republik Indonesia.

2.2.2 Jenis-jenis Wajib Pajak

Dalam Undangmndang KUP lama, istilah Wajib Pajak didefinisikan sebagai
Orang Prbadi atau Badan yang menurut Kelentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan diteniukan uniuk melakukan kewajiban perpajakan,
termasuk pemungut paiak atau pemotong pajak tertentu. adapun jenis-jenis
Wajib Pajak, yaitu :
2.2.2.1 Wajib: Pajak Orang Pribadi

Whajib: Pajak Pribadi adalah setiap Orang Pribadi yang memiliki
pemg-:;jasﬁan di atas pendapatan tidak kena pajak. Di Indonesia, setiap
orang;wajib mendafiarkan diri dan mempunyai Nomor Pokok Waijib Pajak

{NPWP}, kecuali difentukan dalam Undang-Undang.
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2.2.2.2 Wajih Pajak Badan
Wajib Pajak Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan halk yang meiakuxan usaba maupun yang tidak
melaiukan usaha yvang melipudi  persercan terbatas, perseroan
komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan
usanz milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma,
kongsi, koperast, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,
lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif
dan bentuk usaha tetap.

2.2.2.3 Wajib Pajak Bendaharawan
Wajit Pajak Bendaharawan adalah Bendaharawan Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga pemerintah, Lembaga Negara
Iainngré, can Kedutaan Besar Republik Indonesia di Luar Negeri, yang
memaayar gafi, upah, tunjangen honorarium dan pembayaran lain
dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau
kegiatan.

2.2.2.4 Wajik Pajak Patuh
Wajitk Pajak Patuh adalsh sebuah sikap vang refa untuk melakukan
segaia sesuatu, yang didalamnya didasar kesadaran maupun adanya
paksaan, vang membuat perilaku seseorang dapat sesuai dengan vang

diharsépkan.
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2.2.3 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Hak-hak yang diatur datam Undang-LUndang Perpajakan adalah :

2.2.3.1 Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pengarahan dari fiskus
Hak ini merupakan konsekuensi dari sistem self assessment yang
mewajibkan  Wajib  Pajak  uniuk  menghitung, memperhitungkan,
memboayer, dan melaporkan pajaknya sendiri. Untuk dapat melaksanakan
sistem tersebut, hak WP untuk mendapatkan pembinaan dan pengarahan
sesudl ketentuan yang berlaky tentu merupakan prioritas dari seluruh hak
yang dimiliki WP.

2.2.3.2 Hak untuk membetulkan Surat Pemberitahuan (SPT)
Apebila WP dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) terdapat
kekeliruan dalam pengisiannya, msiainya karena data vang belum
dila:adrkam atau terdapat kesalahan dalam menghitung, WP masih
diberikan kesempatan univtk membetulkannya dengan syarat fiskus
helum melakukan tndakan pemeriksaan.

2.2.3.3 Hak untuk memperpanjang waliu penyampaian Surat Pemberitahuan
Pasal 3 avat (3) dan ayat (4) UU KUP menegaskan bahwa batas wakttu
penyampaian SPT Masa paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak
dan untuk SPT Tahunan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak.
Batas waktu tersebut dapat dipempanjang paling alam § bulan dengan
mengajukan permehenan secara tertulis.

2.2 3.4 Hak mengajukarn keberatan
Apsbila WP merasa fidak puas atas kefetapan pajak yang diterbitkan
atau pemofongan atau pemunguten pajak vang dilakukan pihak ketiga,

WP dapat mengajukan upaya hukum keberatan dalam jangka waktu 3
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bular sejak tanggal surai, tanggal permoiongan alau pemungutan, kecuali
WP dapat menunjukkan bahwa jangka wakiu fidak dapat dipenuhi karena
keadaan di luar kKekuasaannya.

2.2.3.5 Hak menggunakan norma penghitungan penghasilan neto
Hak ini diberikan kepada WP yvang mempunyai peredaran bruto usaha
dalarn saiu tahun kurang dari Rp 600 juta dengan syarat memberitahukan
kepada Direldorat Jenderal Pajak dalam jangka wakiu 3 bulan pertama
dari tahun pajak yang bersangkuian sebagaimana diatur dalam keieniuan
Pasal 14 UU PPh.

Kewajiban ‘Wajib Pajak yang diatur dalam Undang-Undang Ferpajakan adalah :

2.2.3.1 Kewsijiban untuk mendaftarkan dir
Ketantuan Pasal 2 UU KUP menegaskan bahwa sstiap WP wajib
mendaftarkan din pada Direkiorat Jenderal Pajak vang wilayah kerjanya
melpuli tempat tinggal atauv tempat kedudukan WP dan kepadanya
diberikan Nomor Pokelk Waijibh Pajak (NPWP). Sementara itu, khusus
terhadap WP yang harus menjadi pengusaha yang mempunyai kewaijiban
PPN berdasarkan LU PPN, wsajib melaporkan usahanya untuk
dikukuhken sebagai Pengusaha Kena Pajek (PKP), dan kepadanya
diberkan Nomor Pokck Pengusaha Kena Pajak (NPRPKP).

2.2.3.2 Keweiiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan
Ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU KUP menegaskan bahwa setiap WP waiib
meng:si SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggurnakan huruf latin,
angka arab, satuan mata vang rupiah, dan menandatangani seria

menyampaikannya ke kantor pajak tempait WF terdaftar.
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2.2 3.3 Kewajiban membayar atau meanyetor pajak
Kewaiban WP untuk membayar atau menyetor pajak yang terutang
dilakukan di kas negara melalui kantor pos danfatau bank Badan Usaha
Milik Megara atau bank Badan Mililk Daerah atau tempat pernbavaran iain
vang diteiapkan oleh Menter Keuangan, sesuai ketentuan Pasal 10 ayat
(1) UJ KUP.

2.2.3.4 Kewaiiban membuat Fakiur Fajak
Setiap Pengusaha Kena Fajak (PKP) wajib membuat Faktur Pajak untuk
setiapI penyerahan Barang YWena Pajak (BKP) afau Jasa Kena Pajak
(JKP.

2.2.3.5Kewajéaan melunasi Bea Materai
Dalarn UL) Bea Maferal Mo 13 Tahun 1985 disebutkan bahwa Bea

Materai merupakan pajak yang dikenakan aias dokumen.

2.3 Surat Pex_nb&rit}ahuan {(SPTY
2.3.1 Pengertian Surat Pembsritahuan (SPT)

Menurui Mardiasmo (2009:29) Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat
yang olel VWajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau
pembayaran paiak, objek pajak danfatau bukan objek pajak, dan/atau hartz dan
kewajiban sesuai dengan keteniuan peratuan perundang-undangan perpajakan.

Menunit SHi Kurnia Rahayu den Ely Suhavati (2010:43) Surat
Pemberitahuan (SPT) merupakan dokumen yang menjadi alat kerja sama antara
Wajib Pajak dan administrasi pajak, yang memuat data-data yvang diperiukan
untuk n1enete@kan secara fepat jumiah pajak yang terutang.

Berdasérkan definisi-definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat etau dokumen yang memuat data-data
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dan oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau
pembayaran pajsk, objek pajak danfatau bukan objsk pajak, dan/atau haria dan
kewajiban sesuai dengan keteniuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sebagaimana ielah ditentukan dalam Undang-undang Perpajakan, Surat
Pemb&ﬁtahuén (SPT) mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi Wajib Pajak
didalarn melaporican dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak
yang sebenermya terulang.

2.3.2 Jenis-jénis Surat Pemberitahuan (5PT)

Surat Pembernitahuan (SPT) berfungsi untuk meslaporkan pesmbayaran atau
pelunasan pajak baik vang ditakukan Wajib Pajak  sendid maupun melatui
mekanisme  pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak
pemotong/pemungut. SPT dapat dibedakan menjadi :
2.3.2.1 Surat Pemberitahuan (SPT) Masa, vaitu SPT yang digunakan untuk

melaiéukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan. Ada beberapa
SPT Masa:

1. PPh Pasal 21

2. PPh Pasal 22

3. PFh Pasal 23

4. PPh Pasal 25

5. PFPh Pasal 26

6. PPh Pasal 4 (2)

7. PP Pasal 15

8. PFn dan PPnBM

9. Pemungut PPn
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2.3.2.2 Sural Pemberitahuan (SPT) Tahunan, adalah surat yang oleh Wajib
Paja}e:_ digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran
Pajai‘:. Fenghasilan {FPPFh), objek FPh danfatau bukan objek PPh, dan/
atau narta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun
Pajak.
Ada beberapa jenis SPT Tahunan :
1. Badan
2, QOrang Pribadi

2.3.3 Penyampaian Surat Pemberitahuan {8PT)

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dalam bahasa
Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang
Rupiah dan menandatanganinya setta menyampaikannya ke kantor Direktorat
Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak tercafiar. Bagi Wajib Pajak vang telah
mendapat izin Manteri Kevangan uniuk menyelenggarakan pembukuan dengan
menggunakan bahasa asing dan mata uang seiain Rupiah, wajib menyampaikan
SPT dalam bahasa Indonesia kecuali lampiran berupa laporan keuangan dengan
mata uang selain rupiah yang diizinkan.

Setiap Waijib Pajak harus mengambil sendini Sural Pemberitahuannya di
Kantor Pelayanan Pajak (KFP), Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Poiensi
Perpajakan (KP4), Kantor PusatiWiteyah Direkiorat Jenderal Fajak atau metalui
homepage DJP yaity http/fwww pajak.go id atau bisa juga dengan mencetak

atau memfote-copy formulir dengan bentuk dan isi yang sama dengan aslinya.
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Surat Femberitahuan (SPT) harus diisi secara benar, jelas, lengkap dan
harus ditandatangani oleh Wajib Pajak, dengan pengecualian apabila Surat
Pemberitahuan tersebut ditandatangani oleh orang fain bukan Wajib Pajak maka
harus dilampiri surat kuasa khusus, Dan untek Wajib Pajak Badan |, SPT harus
ditandatangani oleh Direksi.

Keteniuan Tentang Penvampaian Surat Pemberitahuan (SPT) :

2.3.3.18urat Pemberitahuan (SPT) dapat disampaikan secara langsung atau
metalui pos secara tercatat ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor
Penyuluhan dan Pengamaian Polensi Perpajakan (KP4) setempat, atau
melalui jasa expedisifjasa kurir yang ditunjuk oleh Keputusan Direktur
Jenderal Pajak.

2.3.3.2 Batas wakiu penyampaian untuk SPT Masa adalah paling lambat 20 (dua
puiuh), hari setelah akhir Masa Pajak, Sadangkan untuic SPT Tahunan
paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak,

2.3.335urat Pemberitahuan {(SPT) yang disampaikan langsung ke Kantor
Pelayanan Pajak (KPP} atau Kanior Penyuluhan den Pengamatan
Potensi Pajak (KP4} akan diberikan bukt penerimaan. Dalam hal Surat
Pemberitahuan disampaikan mslalui pos tercatat maka tanda bukti serta
tanggal pengiriman dianggap sebagai tanda bukli penerimaan.

Apabila Wajib Pajak tidak dapat menyelesaikan/menyiapkan laporan
keuangan tahunan untuk memenubi batas wakiu penyelesaian, maka Wajib
Pajak berhak mengajukan permohonan perpanjangan wakiu penyampaian SPT
Tahunan Pajes_k penghasilan paling lama 6 {enam) bulan. Permchonan diajukan
secara leriulis sebelum batas walkiu penyampaian SPT Tahunan berakhir,

disertai surat pernyataan mengenai perhitungan sementara pajak terutang dalam
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satu Tahun Pajak dan bukii pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang
terutang..

Batas wakiu yang dilelapkan oieh Menteri Keuangan dalam hal
pembayaran dan penyetoran pajak vang terutang untuk suatu saat atau Masa
Pajak, paling lambat 15 (lima belas} hari setelah saat terutangnya pajak atau
Masa Pajak berakhir, Sedanghkan kekurangan pembayaran pajak yang terutang
herdasarkan SPT Tahunan harus dibayar lunas paling lama 12 (dua belas)
bulan.

Dalam hal Wajib Paiak merupakan Waijib Pajak yang harus melakukan
pembukuan, maka Surai Pemberitahuan tersebut harus dilengkapi dengan
faporan keuangan berupa ﬁeraca dan perhitungan iaba-rugi seria keterangan-
keterangan lain yang diperiukan untuk menghitung besamya Penghasilan Kena
Pajak.

Kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) untuk Pegawai
Negeri Sipil, anggote Angkatan Bersenjata Republik indonesia, Pejabat Negara
lainnya maupun Pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Daerah dengan nama
apapun dan bentuk apapun yang penghasilannya diperoleh semata-mata karena
pekerjeannya diafur dengan Kepuiusan Presiden dan atas keterlambatan
pemenuhan kewajiban tersebut, dikenakan sanksi administralif berupa bunga

sebesar 2% (dua persen) sebulan yang dihitung dari jatuh tempo pembayaran.
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2.4 Pajak Penambahan Nilai (PPN} dan Pajak Penjualan atas Barang

Mewah {PPaBM}

2.4.1 Pengeriian Pajak Penambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjuaian atas
Barang Mewah {(PPnBM)
2411 Pengérﬁan Pajak Penambahan Nilai (PPN}

Peraturan perundang-unitdangan vang mengatur Pajak Pertambahan Nilai
{PPN) dan ?a}ak Penjualan aias Barang Mewah (PPnBM) adalah Undang-
undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa
Penjuatan aas Sarang Mewsh sebagaimana felah diubah dengan LUndang-
undang No. 11 Tahun 1984 dan diubah lagi dengan Undang-undang No. 18
Tahun 2000,

Menum;t Undang-Undang Mo.18 Tahun 2000, Pajak Perlambahan Nilai
(PPN) adalahi Pajak yang dikenakan atas konsumsi barang/asa didalam negeri.
Pajak Pertambahan Nilai timbul karena digunakannya faktor-faktor produksi
dalam menyapkan, menghasilkan dan memperdagangkan barangfjasa kepada
konsumen, |

Menurut Sukardi (2007) Fajak Periambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas
konsumsi dalam negeri artinya hanva dikenakan atas barang atau jasa yang
dikonsumsi c.Eda!am Daerah Pabean Republik indonesia. Apabila barang atau
jasa itu akar: dikonsumsi di luar negeri, tidak dikenakan PPN di Indonesia. Ini
sesuai dengan prinsip tempal Wjuan (desfination prnciple} yang digunakan
dalam pengenaan PPN yaity PPN dikenakan di tempat tujuan barang atau jasa
akan dikonsumsi.

Menunﬁ Supramone {2005:88) Pengartian Pajak Periambahan Nilai (PPN)

adalah Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas
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konsumsi dicalam negeri (daerah pabaan), baik konsumsi Barang Kena Pajak
(BKP) atau Jasa Kena Fajak {(JiKP}.

Sedangican pengeriian Pajak Periambahan Nifai (PFN) menunst Siti Kurnia
Rahayu dan Ely Suhayati (2010:235) adalah pajak atas konsumsi umum dalam
negeri berupa Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak.

Dari definisi pengertian Pajak Pertambahan Nilat (PPN) tersebut dialas
dapat disimpuikan bahwa Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan
atas barang atau jasa yang dikonsumsi.
2.4.1.2 Pengertian Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Penverahan Barang Kena Pajak (BKP) disamping dikenakan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN} sebagaimana ielah disebutkan dalam Undang-undang
io. 18 Tahun 2000 Pasal 5 dikenakan juga Pajek Penjualan atas Barang Mewah
(PPnBM).

Menuriz Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 : Pajak Penjualan atas
Barang Mewéh (PPnBM) adalah pajsk yang dikenakan atas konsumsi Barang
Kena Pajak Vang Tergolong Mewah di dalam Daerah Pabean. Oleh karena itu,
Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang diekspor atau dikonsumsi
diluar Daerah_ Pabean, dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan
tarif 0% (nol persen). Pajak Penjuaian ales Barang Mewah yang telah dibayar
atas perolehan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah vang diekspor
tersebut dapat dirninta kembali.

Nﬁenurw} Wahyudi (2007} Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak Mewah oleh
pabrikan (pengusaha yang menghasitkan) dan pada saat impor Barang Kena

Pajak Mewalh.
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Crari definisi pengertian Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah
disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa pajak vang dikenakan atas barang
yang digolongkan barang mewah yang diatur sesuai  Undang-Undang
Perpajakan
2.4.2 Objek Paialk PPN dan PPniM
2.4.2.10bjek Pajak dari Pajak Perlambahan Nilai (PPN)

Ubjek pajak Pajak Pertambahan Nilad (PPN) distur Undang-undang No. 18
Tahun 2000 tercantum dalam Pasal 4, Pasal 16C dan Pasal 16D yaitu sebagai
berikut :

1. Penyerahan BKFP didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha
Kena Pajek.

2. lmpor Barang Kena Pajek adalah adanya suatu kegiatan penyerahan
memasuikkan Barang Kena Pajak ke dalam Daerah Pabean dikenakan pajak
yang dilakukan pemungutan pajak melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

3. Penyershan Jasa Kena Pajak yang dilakukan didalam Daerah Pabean oleh
Pengusaha Kena Pajak.

4. Pemanfaatan barang kena pajak fidak berwujud dan pemanfaatan jasa kena
pajak dari luar daerah pabegan di dalam daerah pabsan.

5. Ekspor barang kena pajak oleh PEP Kegistan membangun sendinl yang
dilakukan fidak di dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh orang
pribadi aiag badan, baik vang hasiinya digunakan sendiri atau digunakan oleh
pihak fain.

6. Penyerahan aset oleh pengusaha kena pajak yang menurut tujuan semula
aset tersebut tidak diperuatbelikan, sepanjang pajak pertambahan nilai yang

dibayar pada saat perolehannya menurut ketentuan dapat dikreditkan.
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2.4.2.2 Objel Pajak dari Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)
Objek pajak Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM; diatur Undang-
updang No. 8 Tahun 2000 tercanium dalam Pasai 5 vaitu sebagai berikut ;
1.  Pengerman Pajak Penjuzlan atas Barang Mewah terhadap .
a. Penyerghan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang
difakukan oleh Pengusaha yang menghasiikan Barang Kena Pajak
Yang Tergolong Mewah tersebut didalam Daerah Pabean dalam
kegiatan usaha atau pekedaannya.

b. Impor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah.

N

Fajak Penjualan atas Barang Mewah dikenakan hanya saiu kali pada
wakiu penverahan Barang Kepa Pajak yang Tergolong Mewah oleh
pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor.

2.4.3 Subjek Pajak Penambahan MHal (PPN} dan Pajak penjualan atas

Barang Mewah (PPnRBAM)
2.4.3.1 Subjek Pajak Penambahan MNilal (PPN}

Subjei pajsk PPN adalah pengusaha kena pajak (PKP) vakni pengusaha
yang melakukan penyerahan barang kena pajak (BKP) dan atau jasa kena pajak
(JKP).

Barang dan jasa yang dikecuailkan dari pengenaan pajak pertambahan
nilai, Kelompek barang yang tidak dikenakan pajak PPN adalah :

1. Barang hasil pertambangan atau pengesboran yang di ambil langsung dari
sumbernya.

2. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak

3. Makanan dan minuman vang disajikan di hotel, restoran, rumah makan,

warung dan sejenisnya
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4. Uang, emas batangan dan suraf - surat beharga lainnya.
Kelompok Jasa yang tidak kena PPN :
1. jasa dibidang pelayanan kesehatan medis
2. jasa dibidang pelayanan sosial
3. jasa dibidang pendidikan
4. jasa dibidang kesenian dan hiburan vang telah dikenakan pajak tontonan
5. jasa dibidang yang bukan bersifat iklan
8. jasa dibidang angkutan umum di darat dan di air
7. jasa dibidang tenagan kefa
8. jasa dibidang perhotelan
2.4.3.2 Subjek Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
Subjek pajak PPnBM adalah pengusaha kena pajak yang menghasilkan
barang kena pajak fergolong mewah dalam lingkungan perusahaan atau

pekerjaannys dan pengusaha yang mengimpor barang yang tergolong mewah.

2.5 efifing
2.58.1 Pengerﬁan e-filing

e-filing adatah suatu cara penyampaian Surat Pemberitanuan (SPT) baik
SPT Masa maupunt SPT Tahunan atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT
Tahunan oleh Orang Pribadi maupun Badan ke Direkiorat Jenderal Pajak yang
ditakukan secara onfine dan reafiime melalui Penvedia Jasa Aplikasi atau
Application Service Provider (ASP). Online berarii bahwa wajib pajak dapat
melaporkanpaiak melalur infemet dimana saja dan kapan saja, sedangkan kata

realtime berarll bahwa konfirmasi dari Direkiorat Jenderal Pajak (DJP) dapat
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diperoleh saat itu juga apabila data-data Surat Pemberitahuan (SPT) yang diisi
dengan lengkap dan benar telah sampai dikiim secara elekironik.

Menuru: Liberti Pandiangan {2007.38) e-fling adalah suatu cara
penyampaian SPT yang ditakukan melaiui sistem onfine dan real fime. SPT
berbentuk fonmulir elekironik dalam media komputer yang dikenal dengan e-SPT.

Direktur - Jenderal Pajak telah mengeluarkan Keputusan Peraturan Dirjen
Pajak Nomor PER-26/PJ/2012 pasal (1) ayat (4) tanggal 5 Desember 2012, e-
filing adalah suatu cara penyampaian SPT atau penyampaian Pemberitahuan
Perpanjangan SPT Tahunan secara elekironik yang dilakukan secara on-fine
yang real fime melalui website Direktorat Jenderai Pajak (www.pajak.go.id ) atau
Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP).

Pada awalnya teradi kesimapangsiuran mengenai angka-angka
penerimaan pajak yang disampaikan antara satu pejabat dengan pejabat lain
termasuk Depariemen {euangan. Hal ini rupanya disebabkan sistem Modul
Penerimaan Negara (MPN} yang merupakan sistem informasi di Depariemen
Keuangan yang mengintegrasikan penerimaan DJP, Direktorat Jenderal Bea
Cukai, serta pengeluaran Direkiorat Jenderal Anggaran belum solid
(Wiyono,2008).

Oleh kerena itu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mensosialisasikan fasilitas
baru untuk pelaporan pajak vaitu e-fifing, dalam rangka untuk meminimalisasi
ketidak akurstan sistem yang terjadi oleh MPN. Secara garis besar e-filing juga
sangat meng;&ntung?carz Waijib Pajak antara lain memberikan kemudahan Wajib
Pajak dalam melaporkan SFT dengan biaya cenderung lebih murah dibanding
secara manual dan dengan proses yang lebih cepat karena wajib pajak merekam

sendiri Surat Pemberitahuannya sehingga bisa lebih akurat, efektif dan efisien.
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Menurut Novarina (2005) terdapat 17 Perusahaan Penyedia Jasa
Apli<asi (ASP) yang felah ditunjuk oleh DJP, namun baru 8 ASP yang
sudalt aklif melaiui websitenya masing-masing, yaitu :

1. hitaipaiakmandiri.com

2. hiti/Avww.pajakku.com

3. hitx:/laporpaiak.com

4. hitylisetorpaiak.comi

2.5.1.2 Electonic Filing ldenification Number {e-FIN) adalah Nomor identitas
yanq diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar
kepatia Waijib Pajak yang mengajukan permohonan untuk melaksanakan
e-fikng.

2.5.1.3 Digital Certificate (DC) adalah sertifikat yang bersifat elekfronik yang
mem jat Tanda Tangan Elekironik dan identitas yang menunjukan status
subjek hukum para pihak dalam iransaksi elektrenik yang dikeluarkan
Penyslenggara Sertifikasi Elekironik. Serifikat ini digunakan uniuk
prote<si data SPT dalam bentuk encrypfon (pengacakan) vaitu hanya
bisa dibaca oleh sistem terteniu (dalam hal ini sistem penerimaan SPT
ASP dan_DJP) dan dengan nama serta NPWP terfeniu pula. Sehingga
terjamin kerahasiaannya.

2.5.2 Fungsi e-filing

e-filing .adaiah sarana pelaporan pajek secara cnfine dan reaftime

menggunakaﬁ media internet dengan melalul penyedia layanan aplikasi atau

Application Service Provider (Wiyono, 2008). Dengan demikian menggunakan e-

filing maka ﬁebih mudah dalem menyampaikan SPT ataupun permohonan

perpanjangan SPT tahunan tanpa harus daiang ke Kantor Pajak uniuk
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menyampaiken hardcopy SPT termasuk induk SPT dan SSP nya seria teknis
pengisian e-SPT. e-filing juga membaniu karena ada media pendukung dari
Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) vang akan membaniu dalam 24 jam sehari dan 7
hari dalam seminggu. Dengan begitu, sistem e-filing ini dirasa lehih efekiif dan
efisien.

Fungs: utama e-filing menurut Titis (2011) adalah untuk meningkatkan
pelayanan kepada publik dengan memfasilitasi pelaporan SPT secara elekironik
melalui media internet kepada wajib pajak. Hal ini akan membantu memangkas
biaya dan wakiu yang dibutuhkan oleh Waijib Pajak untuk mempersiapkan,
memproses, tian metaporkan SPT ke kantor pajak secara benar dan tepat waktu.

Menurut: Dewi (2009), penggunaan e-fling ini dilakukan beriujuan agar
Waijib Pajak memperoleh kerudahan dalam memenuhi kewajibannya sehingga
pemenuhan kewajiban perpajakan dapat lebih mudah dilaksanakan dan tujuan
untuk menciptakan adminisirasi perpajakan yang lebih tertib dan transparan
dapat ciicapai:_ Selain itu, penggunazn e-fiing dapat mengurangi beban proses
administrasi ‘aporan pajak menggunakan kertas. Dengan cepat dan mudahnya
pelaporan paéak ini berarti juga akan mermberi dukungan kepada kantor pajak
dalam hal percepatan penerimaan SPT dan penghematan administrasi,
pendataan, cistribusi dan pengarsipan laporan SPT. Dapat mempermudah KPP
untuk pengasipan file Waijib Pajak akan lebih mudah dan lebih cepat karena
yang diarsip hanya Induk Surat Pemberitatuan (SPT) saja, sedangkan lampiran-
;ampirannya sudzh tersimpan dalam database Direkiorat Jenderal Pajak.

Penggunaan e-filing ini juga dilakukan berujuan agar Wajib Pajak
memperoleh kemudahan dalam memenuhi kewajibannya, sehinga pemenuhan

kewajiban perpajakan dapat lebih mudah dilaksanakan dan fujuan unfuk
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menciptakan .administrasi perpajakan yang lebin tertib dan fransparan dapat

dicapai.

2.5.3 Prosedur e-filing bagi Wajib Pajak

Terdapat beberapa prosedur aiau tata cara e-Filing yang ditakukan oleh

Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), Berikut ini

adalah tahapan-tahapan tata cara dalam penggunaan e-filing

2.5.3.1 Pengajuan permohonan uniuk mendapatkan e-FIN (Efecironic Filing

Identification Number) :

1.

Wajib Pajak mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk
a‘néndapatkan Elecironic Filing identification Number (e-FIN), dengan
mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Kantor
Pelayanan Pajak terdaftar sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal
Pajak. dengan melampirkan Fofocopy Kartu Nomor Pokok Wajib
Pajak atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Namun jika Wajib
Péjak adalah Pengusaha Kena Pajek maka disertai dengan Surat
Pengukiuhan Pengusaha Kena Pajak.

Peérmohonan sebagaimana dimaksud diatas disetujui apabila alamat
yang tercantum pada permchonan adatah sama dengan alamat yang
tercantum  dalam masferile (database) Waijib Pajak di Kantor
Pelayanan Pajak yang bersangkutan.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak vyang bersangkutan harus
memberikan keputusan atas permohonan yang digjukan oleh Wajib
Fajak untuk mempercleh Elecironic Filing Identification Number (e-
F'EN) pating lama 2 (dua) har kerja setelah permohonan diterima

sacara lengkap.
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4. Jika e-FIN hilang, Waijib Pajak dapat mengajukan permohonan
penceiakan ulang dengan syaral menunjukian kartu NPWP atau
Surat Keterangan Terdafiar vang asii. Dan datam hal Pengusaha
Kena Pajak harus menunjukkan Surat Pengusaha Kena Pajak yang
asii.

2.5.3.2 Pendafiaran

Waijib Pajak yang sudah mendapatkan e-F/N dapat mendafiar melalui

ASP vyang telah ditunjuk resmi oleh DJP Setelah Wajib Pajak

mendaftarkan diri, ASP akan memberikan

1. User ID dan Password

2. A@ijikas% e-SPT disertai dengan petunjuk penggunaan dan informasi
lainnya

3. Sedifikat {digital cerfificate) yang diperoleh dari DJF berdasarkan e-
FIN yang didaftarkan oleh Wajib Pajak pada ASP. Digital Certificate ini
aikan berfungsi sebagai pengarman data Wajib Pajak dalam setiap
proses e-fifing.

2.5.3.3 Penyampaian e-SPT secara e-filling

1. Dengan menyampaikan aplikasi e-SPT yang telah di dapat maka Surat
Pamberitahuan {SPT) dapat diisi secara offfine oleh Wajib Pajak.

2. Setejah pengisian SPT lengkap rmaka Wajib Pajak dapat mengirimkan

secara online ke Direkiorat Jenderal Paiak melalui ASF.

3. Kemudian Waiib Pajak berhak menerima tanda bukti elekironik yang

dibérikan oleh DJP meialui Kantor Pelayanan Pajak meliputi nama,
Nomeor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tanggal transaksi, jam transaksi,

Nomor Tanda Terima Elekironik {NTTE), Nomor Transaksi Pengiriman
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ASP (NTPA), serta nama Perusahaan Penyedia Aplikasi (ASF) yang
tertera pada hasil cetekan SPT  Induk dan Pemberitahuan
Peranjangan 5FT Tahunan.
2.6 e-8PT
2.6.1 Pengerdan e-SFT
e-SPT adalah data SPT Waiib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat
oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh
Direktorat Jenderal Pajak.
e-SPT merupakan Surat Pemberitahuan Masa atau Surat pemberitahuan
tahunan (SF"f) yang berbeniuk formuiir elektronik yang merupakan pengganti
lembar manual SPT, e-SPT ini tersedia untuk berbagi jenis laporan dan dapat

diperoleh di Kantor Pelayanan Pajak (KPP} dimana Waljib Pajak terdatiar.

2.7 Kerangka Pikir

Kepatuhan Wajib Pajak memegang peranan penting dalam penerimaan
pajak, karena sejak self assesment sysiem diterapkan di Indonesia maka sistem
pemunguian pajsk memberkan kepercayaan kepada Wajib Pajak uniuk
menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendliri jumlah pajak
yang terutang.

Dirjen pajak mengeluarkan beberapa program salah satunya adalah e-filing
dan e-8PT . enerapan e-filing merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh
Dijen Pajak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi
kewajiban pejzrpajakannya, dengan adanya program ini dibarapkan tingkat
kKepatuhan ‘J\fgjib Pajak dapat meningkat. Sedangkan e-SPT merupakan bentuk

formulir elektronik yang merupakan pengganti lembar manual.
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e-filing merupakan cara penyampaian SPT secara online dan real fime
sehingga dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja baik di dalam maupun di
iuar negeri, tia;iak tergantung pada jam kantor dan dapat pula dilakukan dihari
iibur dan tanpa kehadiran Pefugas Pajak {24 jam dalam 7 hari), dimana data
akan dikirim langsung ke dafabase Direkiorat Jenderal Pajak degan fasilitas
internet (on-ine) yang disalurkan melalyi saluy aiau beberapa Perusahaan
Penyesia Jasa Aplikasi (ASP), sehingga waljib pajak tidak harus datang langsung
ke Kantor Peléyana Pajalk.

Untuk E:I:ur pelaksanaan penelfitian yang akan Penulis lakukan mengenai
permasalahan yang akan dibshas adalah pemaparan mengenai  Surat
Pemberiiahuzn Masa secara manual, e-SPT dan secara e-filing yang diatur
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga akan
dibahas mengenai penerapan sistem e-filing tersebut dan pengaruhnya terhadap
fingkat kepaiqhan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jakaria Cakung

Dua.
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Gambar 2.9
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